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ABSTRAK 

 

of transparent regulation for the Pisungsung (rental) fee, creates legal 

uncertainty for applicants and deters investment. Furthermore, reliance on old, 

often damaged, and inaccurate land data exacerbates administrative This study 

analyzes the policy, obstacles, and strategic recommendations for the Building 

Use Rights (HGB) licensing service on Sultan Ground (SG) in the Special Region 

of Yogyakarta (DIY). Rooted in the unique legal framework established by the DIY 

Law No. 13/2012, which recognizes the Kasultanan as a legal entity owning SG, 

the research identifies significant administrative, juridical, and data-related 

impediments. Key findings include a substantial delay in the issuance of Serat 

Kekancingan a mandatory permit from the Kasultanan with only 1.96% of 

recommended applications being approved between 2019-2023. This delay, 

coupled with the absence of a clear timeframe for Kasultanan's approval and a 

lack bottlenecks. The research proposes comprehensive strategies for 

improvement, emphasizing administrative and data digitalization, strengthening 

legal frameworks, enhancing inter-agency coordination, and improving public 

socialization and education. These recommendations aim to foster a more 

effective, transparent, and just land administration system in DIY, ensuring legal 

certainty and promoting sustainable development. 

Keywords: Sultan Ground, HGB, Legal Certainty, Licensing Policy, Good 

Governance   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu Provinsi di 

Indonesia yang memiliki keistimewaan, hal ini dapat dilihat dari terbitnya 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (UUK) yang memberikan DIY wewenang untuk dapat mengurus 

wilayahnya sendiri. Peraturan  UUK memberikan DIY lima kewenangan yang 

salah satunya adalah kewenangan dalam mengurus pertanahan (Tilman et al., 

2021). Kewenangan dalam mengurus pertanahan ini, menjadikan Kasultanan dan 

Kadipaten sebagai badan hukum yang dapat memiliki Hak Milik (HM) atas tanah 

yang dimiliknya dan tanah tersebut berupa Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman 

Ground (PAG) (Pranoto, 2017). Kasultanan dan Kadipaten yang ditetapkan 

sebagai badan hukum disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) yang di mana hal ini 

menjadikannya memiliki wewenang untuk mengatur pertanahannya sendiri. 

Pengaturan terkait ketentuan atas tanah yang dimiliki Kasultanan dan Kadipaten 

diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten 

(Perdais 1/2017). Kemudian terdapat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten (Pergub 49/2018).  

Adanya penunjukan Kasultanan sebagai Badan Hukum yang dapat 

memiliki Hak Milik atas tanah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam UUK 

Pasal 32 ayat (1) menambahkan sebuah wawasan baru terhadap kepemilikan Hak 

Milik atas tanah yang ada di Indonesia. Sebagaimana kepemilikan atas Hak Milik 

atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai 

Hak Milik Atas Tanah. Adanya penunjukan Kasultanan sebagai badan hukum 
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yang dapat memiliki Hak Milik atas Tanah menambahkan sebuah fakta baru 

bahwa penunjukan atas kepemilikan Hak Milik atas Tanah dapat ditetapkan 

melalui suatu undang-undang sebagaimana terbitnya UUK yang secara langsung 

menunjuk Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang dapat memiliki 

Hak Milik atas tanah. 

Kepemilikan atas SG sebelum adanya UUK berada dalam posisi yang 

cukup membingungkan. Kebingungan ini berlaku pada tahun 1984-2012, hal ini 

dikarenakan Kasultanan berada posisi sebagai subjek hukum sesuai dengan 

ketentuan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam undang-undang tersebut disebutkan pula 

bahwa DIY merupakan suatu daerah yang diangkat menjadi setingkat provinsi 

serta diberikan beberapa kewenangan otonom salah satunya adalah agraria. 

Berdasarkan undang-undang tersebut Kasultanan telah dianggap sebagai subjek 

hukum akan tetapi tidak dianggap sebagai badan hukum yang dapat memiliki Hak 

Milik atas tanah Kasultanan pada masa tersebut. Sultan Ground tidak masuk ke 

dalam ketentuan peralihan tanah swapraja atau bekas swapraja pada UUPA. Hal 

ini dikarenakan hingga saat UUK diterbitkan tidak ada PP yang mengatur terhadap 

hal tersebut sehingga konversi menjadi tanah negara belum dapat dilakukan 

(Tilman et al., 2021). Adapun Kasultanan dan Pakualaman seharusnya tetap 

diberikan hak tradisionalnya dalam hal melakukan pengelolaan tanah yang ada 

dalam wilayah Kasultanan dan Pakualaman yaitu berupa tanah SG dan PAG hal 

ini dikarenakan asal muasal dari hak tanah yang diberikan di DIY berasal dari 

Kasultanan dan Pakualaman yang merupakan pemilik dari seluruh tanah yang ada 

di DIY (Setiawati, 2011). Hal ini dikarenakan menurut sejarah  HM yang ada di 

DIY merupakan kepemilikan dari raja dan masyarakat hanya memiliki hak untuk 

menggunakannya (Andini Salsabilla, 2023). Hal ini diperkuat dengan pemberian 

hak Andarbeni oleh Kasultanan kepada rakyatnya yang saat itu memanfaatkan 

tanahnya dan hak tersebut termasuk ke dalam dengan ketentuan konversi ada pada 

UUPA (Koeswidarbo, 2024).  

Kepemilikan Kasultanan terhadap SG, seharusnya lebih diperjelas lagi, 

seperti yang telah dijelaskan mengingat sejarah kepemilikan Kasultanan atas 
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tanah SG telah berlaku bahkan sebelum Indonesia merdeka dan telah diakui oleh 

Hukum Belanda dengan diterbitkannya Domein Valkring Kasultanan berupa 

Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918. Perlu diketahui pada kenyataannya 

di lapangan, permohonan pemanfaatan tanah SG mengikuti ketentuan pada 

pendaftaran tanah UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran Tanah (Rahmasari, 2012). Keberadaan tanah-tanah Kasultanan 

Yogyakarta dari tahun 1984-2012 dalam permohonannya baik itu HM dan Hak 

Guna Bangunan (HGB) memohonkannya bisa langsung mengajukan ke Kantor 

Pertanahan dengan catatan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Kasultanan 

Yogyakarta/Kadipaten. Hal tersebut sama juga berlakunya pada PAG. Kemudian 

setelah terbitnya UUK eksistensi Kasultanan diakui oleh negara sebagai pemilik 

sah atas SG dan tanah-tanah tersebut menjadi atas nama Kasultanan/Pakualaman. 

Kewenangan Kasultanan dalam mengurus pertanahannya sendiri, 

melahirkan sebuah peraturan yang digunakan bagi masyarakat baik dalam hal 

permohonan pemanfaatan tanah, maupun perpanjangan pemanfaatan atas Tanah 

Kasultanan Yogyakarta. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pergub DIY Nomor 

49 Tahun 2018, dalam Pergub ini telah disebutkan dan dijelaskan bahwa 

masyarakat dan institusi dapat memohonkan pemanfaatan tanah terhadap SG. 

Adapun syarat permohonan dalam peraturan tersebut, baik untuk melakukan 

permohonan dalam hal pemanfaatan tanah SG atau melakukan perpanjangan 

terhadap tanah SG yang telah dimanfaatkan sudah cukup jelas. Terdapat sebuah 

kekurangan dalam peraturan ini yaitu berkaitan dengan prosedur waktu dalam 

permohonan. Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas harus melakukan verifikasi 

dan klarifikasi maksimal adalah 30 hari kerja setelah permohonan diterima. 

Kemudian, pada Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa kepala dinas harus 

menerbitkan rekomendasi pemanfaatan tanah SG maksimal adalah 14 hari kerja 

setelah Berita Acara verifikasi dan klarifikasi telah ditandatangani. Kemudian 

pada Pasal 10 disebutkan: 

Kasultanan atau Kadipaten memberikan persetujuan atau penolakan terhadap 

permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta atau Tanah Kadipaten 

berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 9 ayat (3).  
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Pasal 10 ini tidak menjelaskan lama waktu terhadap keputusan yang diberikan 

oleh Kasultanan. Hal ini merupakan suatu hambatan utama terhadap permohonan 

yang diajukan oleh masyarakat atau institusi dikarenakan dengan tidak adanya 

kepatian waktu maka tidak dapat diketahui kapan Kasultanan akan membuat 

keputusan terhadap permohonan yang diajukan. Adapun alur permohonan 

pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta pada Pergub 49/2017 adalah sebagai 

berikut : 

Ketidakpastian waktu terhadap penerbitan perizinan oleh Kasultanan memiliki 

dampak buruk dalam iklim investasi dan kepastian hukum yang ada di DIY. Hal ini 

dikarenakan untuk menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif ditandai 

dengan kepastian hukum, transparansi biaya, serta prosedur yang jelas dan terukur. 

(Satya, 2019). Adanya ketidakpastian waktu terhadap penerbitan perizinan olek 

Kasultanan menyebabkan mengakibatkan investor menjadi ragu untuk mengajukan 

permohonan. Ketidakpastian waktu penerbitan menyebabkan penurunan daya tarik 

investasi di DIY. Permasalahan terkait terbitnya perizinan yang berikan oleh 

Gambar 1 Proses Permohonan Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan/Kadipaten 

Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 tahun 

2018 
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Kasultanan terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta menjadi topik 

yang hangat dibicarakan terutama bagi para pemohon, baik itu pemohon langsung 

maupun yang dikuasakan untuk melakukan permohonan perizinan pemanfaatan 

terhadap Tanah Kasultanan Yogyakarta. Hal ini diketahui melalui wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk 

memastikan terkait isu permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat terkait 

penerbitan permohonan perizinan pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta. 

Tidak hanya terkait keterlambatan waktu saja akan tetapi setelah penulis 

melakukan wawancara dengan pihak instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan 

pemanfaatan HGB di Tanah Kasultanan Yogyakarta, penulis juga menemukan 

kendala lainnya yang diantaranya adalah rumitnya prosedur terkait permohonan 

pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta yang di mana pelaksanaan dari 

persuratan terhadap permohonan pemanfaatan masih dilakukan secara 

konvensional. Diketahui pada saat ini kita telah memasuki era yang segalanya 

serba digital bahkan pihak Badan Pertanahan Nasional sudah menerapkan hal 

tersebut yang membuat kemudahan serta transparansi mekanisme prosedur dapat 

dipantau langsung oleh masyarakat. Terdapat permasalahan lainnya apabila 

penulis membahas terkait transparansi yang di mana Kasultanan diberikan 

kewenangan untuk menetapkan terkait biaya sewa atau pisungsung, hal ini 

dikarenakan Kasultanan merupakan suatu badan hukum privat sehingga tidak 

perlu tunduk ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik, akan tetapi dengan tidak adanya transparansi biaya pisungsung tentu saja 

masyarakat menjadi khawatir terkait keadilan pembayaran yang akan didapatkan.  

Kasultanan dan Pakualaman menjadi subjek hukum yang sah, maka dari 

itu untuk permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta dilakukan 

dengan di atas tanah Hak Milik Kasultanan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam 

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah 

Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan 

ini juga disebutkan bahwa peralihan atau pemanfaatan terhadap Tanah Kasultanan 

Yogyakarta/Kadipaten diatur dalam Peraturan Gubernur yang sebelumnya telah 

diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
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Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten 

serta Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan 

Pemanfaatan. Sampai saat ini dalam prosedur pelaksanaan dan waktu penerbitan 

terhadap perizinan pemanfaatan di atas Tanah Kasultanan Yogyakarta/Kadipaten 

belum terdapat pembahasan. Prosedur penerbitan perijinan yang tidak pasti ini 

membuat masyarakat dan pihak yang ingin memperpanjang tanah SG atau PAG 

menjadi risau serta mengakibatkan pihak investor menjadi lebih hati-hati. Hal ini 

dapat membuat masyarakat dan pihak terkait yang memanfaatkan tanah SG tidak 

dapat mengetahui secara langsung berapa tetapan biaya yang diberikan dari 

pemanfaatan dan penggunaan tanah terhadap tanah SG.  Berdasarkan isu yang 

telah disebutkan penulis menetapkan judul ”Analisis Kebijakan Pelayanan 

Perizinan Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Sultan Ground” 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat 

disusun 3 (Tiga) rumusan maasalah, Yaitu: 

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah DIY dan Kasultanan Yogyakarta 

dalam pelayanan perizinan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di 

atas tanah Sultan Ground? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelayanan 

perizinan HGB atas tanah Sultan Ground? 

3. Apa strategi atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan pelayanan perizinan HGB atas tanah Sultan Ground agar 

lebih efektif, transparan, dan berkeadilan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan Kasultanan 

Yogyakarta dalam pelayanan perizinan pemberian Hak Guna 

Bangunan (HGB) di atas tanah Sultan Ground. 
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2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 

pelayanan perizinan HGB atas tanah Sultan Ground 

3. Merumuskan strategi atau rekomendasi kebijakan yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan pelayanan perizinan HGB atas tanah 

Sultan Ground agar lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. 

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini 

memiliki setidaknya 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama 

dalam menganalisis kebijakan dalam peraturan pertanahan yang telah ada 

pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat memperluas kajian literatur hukum terkait pertanahan, otonomi 

daerah, serta hak-hak istimewa dalam pengelolaan tanah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini menyediakan panduan bagi pemerintah DIY, masyarakat, 

dan lembaga hukum terkait penerapan aturan hukum pertanahan di 

Yogyakarta, khususnya yang berkaitan dengan Tanah Kasultanan 

Yogyakarta Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Penelitian ini juga 

bertujuan membantu pihak-pihak terkait untuk memahami prosedur 

permohonan perizinan pemanfaatan atas tanah SG di wilayah DIY serta , 

sehingga dapat mencegah terjadinya konflik atau tumpang tindih dalam 

penerapan hukum.   
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DIY dan Kasultanan 

Yogyakarta terhadap pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta di DIY dalam 

pelayanan perizinan pemberian HGB di atas Tanah Kasultanan Yogyakarta 

memiliki kekhasan yang diatur oleh kerangka hukum berlapis. Keberadaan 

Undang-Undang Keistimewaan DIY mengakui kepemilikan tanah oleh Kasultanan 

dan Kadipaten. Kebijakan ini diimplementasikan melalui Perdais Nomor 1 Tahun 

2017, Pergub Nomor 33 Tahun 2017, dan Pergub Nomor 49 Tahun 2018. Dalam 

proses permohonan pemberian HGB di atas Tanah Kasultanan Yogyakarta Surat 

Kekancingan yang dikeluarkan oleh Kasultanan Yogyakarta menjadi prasyarat 

mutlak sebagai izin untuk dapat dimohon kan pemberian HGB. Selain itu, 

Kasultanan Yogyakarta juga mengeluarkan ketentuan terkait konsep biaya 

"pisungsung" atau biaya sewa wajar yang ditetapkan oleh Kasultanan dan 

Kadipaten, meskipun penetapan besaran biaya ini belum diatur secara transparan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Proses pelayanan perizinan HGB di atas Tanah Kasultanan Yogyakarta dan 

Kadipaten dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan signifikan yang 

berdampak luas. Hambatan tersebut dimulai dari hambatan administratif meliputi 

prosedur yang lambat, keluhan masyarakat, dan tingkat penerbitan Surat 

Kekancingan yang sangat rendah, hanya sekitar 1,96% dari permohonan yang 

direkomendasikan antara tahun 2019-2023. Selain itu, data pemohon yang tidak 

lengkap dan kebingungan masyarakat mengenai status tanah juga menjadi kendala. 

Dari sisi yuridis, adanya Surat Gubernur DIY yang menunda penerbitan HGB untuk 

tanah yang belum jelas asal-usulnya, serta ketiadaan regulasi transparan mengenai 

biaya "pisungsung", menciptakan ketidakpastian hukum. Hambatan fisik dan data 

mencakup kondisi peta lama yang rusak dan tidak akurat, serta krisis data 

pertanahan yang menghambat klarifikasi. Dampak dari hambatan-hambatan ini 
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sangat merugikan, menyebabkan rendahnya kepastian hukum dan perlindungan 

hukum bagi masyarakat, menghambat investasi jangka panjang, menimbulkan 

pertanyaan tentang keadilan dalam penetapan biaya, dan menantang prinsip-prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik seperti keterbukaan dan akuntabilitas. 

Meskipun Kasultanan dan Kadipaten merupakan suatu badan hukum khusus 

akan tetapi untuk meningkatkan pelayanan perizinan HGB atas Tanah Kasultanan 

Yogyakarta agar lebih efektif, transparan, dan berkeadilan, diperlukan perumusan 

strategi dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Strategi ini mencakup 

perbaikan tata kelola administratif dan digitalisasi data, seperti penyempurnaan 

basis data Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten, digitalisasi arsip dan peta 

lama, serta penyederhanaan prosedur permohonan. Penguatan kerangka hukum dan 

koordinasi antar lembaga juga krusial, melalui harmonisasi aturan dan kebijakan 

yang ada, pengembangan mekanisme pelayanan yang jelas, disegerakannya 

penerbitan regulasi transparan mengenai besaran biaya "pisungsung", serta 

peningkatan koordinasi yang efisien antara Panitikismo, Dispertaru, dan BPN. 

Terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sosial sangat penting, 

yang meliputi penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pelayanan yang jelas, peningkatan transparansi seluruh proses, serta sosialisasi dan 

edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai tata cara, hak, 

kewajiban, dan status hukum Tanah Kasultanan Yogyakarta/Kadipaten. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat diberikan 

untuk meningkatkan pelayanan perizinan HGB di atas Tanah Sultan Ground agar 

lebih efektif, transparan, dan berkeadilan: 

1. Harmonisasi Regulasi dan Penetapan Batas Waktu yang Jelas: 

a. Pemerintah Daerah DIY bersama Kasultanan Yogyakarta perlu segera 

merevisi Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018, khususnya 

Pasal 10, dengan menetapkan batas waktu yang pasti dan transparan 
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untuk penerbitan persetujuan atau penolakan permohonan 

pemanfaatan tanah oleh Kasultanan. 

b. Perlu disegerakannya terkait penerbitan dari biaya pisungsung atau 

sewa tanah Kasultanan Yogyakarta, sehingga memberikan kepastian 

finansial bagi pemohon. 

2. Peningkatan Akurasi Data Pertanahan dan Digitalisasi: 

a. Melakukan program inventarisasi dan pemetaan ulang Tanah 

Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten secara menyeluruh dengan 

memanfaatkan teknologi geospasial modern untuk menghasilkan data 

yang akurat dan komprehensif. 

b. Mengimplementasikan sistem digital terintegrasi untuk seluruh proses 

perizinan HGB di atas SG, mulai dari pengajuan hingga penerbitan 

Surat Kekancingan dan akta, guna mempercepat layanan dan 

meningkatkan transparansi. 

3. Penguatan Koordinasi dan Sosialisasi: 

a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang DIY, Kasultanan Yogyakarta (Panitikismo), dan Kantor 

Pertanahan setempat untuk menyelaraskan prosedur dan mempercepat 

proses perizinan. 

b. Melakukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada 

masyarakat mengenai prosedur perizinan, hak dan kewajiban 

pemohon, serta status hukum tanah Sultan Ground agar masyarakat 

lebih memahami dan merasa terlindungi secara hukum. 

4. Penegasan Kepastian dan Perlindungan Hukum: 

a. Memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur perizinan HGB di 

atas SG menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi 

masyarakat, sesuai dengan prinsip teori kepastian hukum dan 

perlindungan hukum. 
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b. Mendorong upaya percepatan penerbitan Surat Kekancingan bagi 

permohonan yang telah memenuhi syarat untuk mengurangi dampak 

kerentanan hukum yang dialami masyarakat. 

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi perbaikan kebijakan 

dan tata kelola perizinan HGB di atas Tanah Sultan Ground, guna mewujudkan 

pelayanan yang efektif, transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum 

bagi seluruh pihak berkepentingan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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